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ABSTRAK 

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dampak negatif dari impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai, 

yang mengancam kelangsungan pelaku UMKM dan industri tekstil lokal karena barang bekas tersebut mengurangi 

daya saing produk lokal. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian 

bekas, pelaksanaan kebijakan ini belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan terhadap 

kebijakan larangan impor pakaian bekas demi melindungi pelaku UMKM dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam 

pengawasan kebijakan, serta pelaku UMKM dan industri tekstil di daerah tersebut. Metode pengumpulan data 

mencakup wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, disertai studi literatur sebagai sumber data 

tambahan. Data dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap larangan impor pakaian bekas belum optimal, ditandai dengan 

standar pelaksanaan yang tidak memadai, kurangnya transparansi informasi, dan wewenang penindakan yang tidak 

jelas. Simpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengaturan wewenang pengawasan secara sentral, peningkatan 

transparansi informasi, serta perkuatan kapasitas dan sanksi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Implikasi dari 

hasil penelitian ini adalah perlunya perbaikan dalam implementasi kebijakan untuk melindungi pelaku UMKM dan 

industri tekstil lokal dari dampak negatif impor pakaian bekas. 

Kata kunci: Pengawasan, kebijakan, larangan, impor, pakaian bekas 

 
ABSTRACT  

The problem behind this research is the negative impact of imported used clothing in Tanjung Balai City, which 

threatens the sustainability of MSME actors and the local textile industry because used goods reduce the 

competitiveness of local products. Although the government through the Ministry of Trade has banned the import of 

used clothing, the implementation of this policy has not been effective. This research aims to describe the supervision 

of the used clothing import ban policy to protect MSMEs and the textile industry in Tanjung Balai City. This type of 

research is descriptive qualitative, with research subjects involving related parties in policy supervision, as well as 

MSME players and the textile industry in the area. Data collection methods include in-depth interviews, observation, 

and documentation studies, accompanied by literature studies as additional data sources. Data were analyzed using 

data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods. The results showed that the supervision of the 

used clothing import ban was not optimal, characterized by inadequate implementation standards, lack of information 

transparency, and unclear enforcement authority. The conclusion of this study is the need for centralized regulation 

of supervisory authority, increased information transparency, and strengthened capacity and sanctions to support 

policy implementation. The implication of the results of this study is the need for improvement in policy 

implementation to protect MSME players and the local textile industry from the negative impact of used clothing 

imports. 

Keywords: Supervision, policy, ban, import, used clothes  
 

PENDAHULUAN  

Prospek ekonomi Indonesia cukup menjanji-

kan, ditandai dengan pertumbuhan PDB yang 

stabil, inflasi yang rendah, peningkatan investasi 

asing, neraca perdagangan yang positif, pemba-

ngunan infrastruktur yang signifikan, dan ekonomi 

digital yang berkembang pesat (Asnah & Sari, 

2020). Tingkat pertumbuhan PDB diproyeksikan 

mencapai 5,2% pada tahun 2024, didorong oleh 

permintaan domestik yang kuat dan pemulihan 

ekonomi global. Inflasi tetap stabil di 4,5% pada 

tahun 2023, dalam kisaran target bank sentral, 

berkat kebijakan moneter yang efektif dan sektor 

pertanian yang kuat. Investasi asing, terutama di 

sektor manufaktur dan jasa, telah melonjak, 

meningkatkan aktivitas ekonomi dan penciptaan 

lapangan kerja. Neraca perdagangan telah mem-

baik dengan surplus pada tahun 2023, sebagian 

besar disebabkan oleh peningkatan ekspor komo-

ditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara 

(Anugrah, 2023). Kebijakan fiskal yang bertujuan 

untuk mengurangi defisit anggaran dan mening-

katkan belanja publik untuk infrastruktur dan 

program-program sosial juga telah tersedia, se-

hingga mendukung ketahanan ekonomi dan lin-

tasan pertumbuhan Indonesia (Rapii et al., 2022). 
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Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia akan 

melanjutkan tren peningkatannya, didukung oleh 

permintaan domestik yang kuat, investasi asing 

yang strategis, dan pembangunan infrastruktur 

yang komprehensif. 

Berbeda dengan kenyataannya, saat ini masya-

rakat Indonesia justru tidak banyak melakukan 

kegiatan ekspor dari hasil sumber daya alam di 

Indonesia serta memanfaatkan pengembangan 

sumber daya manusia (Amanda & Aslami, 2022). 

Sebaliknya, masyarakat Indonesia masih menerap-

kan gaya hidup konsumtif dan melibatkan pem-

belian barang-barang yang berasal dari luar negeri. 

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia 

sendiri belum sepenuhnya mendukung dan me-

majukan produk buatan lokal (Hidayat et al., 2022). 

Masyarakat Indonesia seringkali tidak memahami 

dan tidak tertarik dengan produk lokal akibat 

kurangnya promosi dan edukasi tentang produk-

produk lokal yang memiliki keunggulan dan nilai 

tambah (Apriliyanti et al., 2023; Rahman, 2024). 

Selain itu, akses pasar yang relative sulit didapat 

akibat persaingan produk luar negeri (Widiastini et 

al., 2023). Permasalahan ini sering terjadi di ka-

langan penjual pakaian yang ada di Indonesia. 

Produk lokal sering kali tidak memiliki citra merek 

yang kuat, yang dapat mempengaruhi niat 

pembelian konsumen (Putri & Sienarta, 2023). 

Salah satu perkembangan pasar dalam perda-

gangan pakaian adalah perdagangan pakaian bekas. 

Perdagangan pakaian bekas berkembang pesat ka-

rena peminatnya dan pakaian lebih murah sehingga 

mudah diakses oleh kalangan menengah ke bawah 

(Kholim et al., 2023). Namun, perdagangan impor 

pakaian bekas tidak diperbolehkan oleh pemerintah 

Indonesia dengan pertimbangan dapat menimbul-

kan penyakit dan melanggar peraturan perdaga-

ngan (Setiyani et al., 2023). Hal ini dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Peru-

bahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor 

dan Barang Dilarang Impor yang salah satu barang 

yang dilarang untuk di impor adalah pakaian bekas. 

Larangan impor pakaian bekas diberlakukan ka-

rena dapat merugikan beberapa pihak, seperti in-

dustry tekstil, persaingan bisnis, kerusakan ling-

kungan akibat penangkutan pakaian yang terlalu 

sering, hingga terancamnya keamanan negara 

(Tumangger, 2023; Fauzi et al., 2021). Hal ini 

menjadi permasalahan di masyarakat karena di lain 

sisi masyarakat harus memikirkan kebutuhan hidup 

yang tinggi dan menaati peraturan pemerintah. 

Maka dari itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk 

melakukan sosialisasi dan Tindakan bagi pelanggar 

peraturan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mela-

kukan analisis dengan beberapa penelitian sebe-

lumnya untuk melihat apa dampak kebijakan 

pelanggaran perdagangan impor pakaian bekas di 

Indonesia. Kebijakan larangan impor pakaian 

bekas perlu dilakukan dengan penanganan yang 

baik antara pemerintah dan pedangan karena dapat 

merugikan pedagangan pakaian bekas (Qurro-

taayun et al., 2024). Sulitnya melakukan realisasi 

peraturan pemerintah terhadap kondisi di lapangan 

sehingga upaya yang dilakukan hanya pada taraf 

sosialisasi, dan sulitnya mencarikan second opinion 

terhadap mata pencaharian pedagang (Arifah, 

2016). kebijakan larangan impor baju bekas di-

lakukan agar dapat memberi tindakan hingga pe-

raturan perundang-undangan, serta konsekuensi 

negatif dari membiarkan kegiatan impor berlanjut 

(Zain & Agustin, 2023). Diperlukan pengawasan 

agar dapat mengimpelemntasikan kebijakan lara-

ngan impor pakaian bekas secara optimal. Namun, 

terdapat kendala dalam pengawasan yang dilaku-

kan, seperti permintaan yang tinggi, kurangnya 

sosialisasi peraturan, letak geografis, dan sumber 

daya manusia yang kurang (Baladiah & Silviana, 

2023). Penyeludupan barang impor seperti pakaian 

bekas dapat merugikan negara hingga mencapai 

triliunan rupiah (Birahayu, 2020). Larangan per-

dagangan pakaian bekas hanya berlaku apabila 

berasal dari luar negeri, namun tidak bertentangan 

jika pakaian bekas berasal dari dalam negeri, dan 

upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejah-

teraan sosial diwujudkan melalui kebijakan lara-

ngan impor pakaian bekas sebagai bentuk keber-

pihakan terhadap perekonomian lokal (Vara & 

Gultom, 2023). 

Melalui penjelasan diatas, peneliti tertarik un-

tuk meneliti kebijakan pemerintah tentang larangan 

impor pakaian bekas. Salah satu daerah yang 

terkenal dengan perdagangan impor pakaian bekas 

terbesar di Indonesia adalah Kota Tanjung Balai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dam-

pak ekonomi dari larangan impor pakaian bekas 

terhadap UMKM lokal di sektor pakaian dan tekstil 

di Tanjung Balai, mengidentifikasi tantangan regu-

lasi utama yang dihadapi oleh pihak berwenang 

dalam menegakkan larangan tersebut, mengukur 

tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, me-

nganalisis bagaimana keberadaan pakaian bekas 

mempengaruhi perilaku konsumen dan dinamika 

pasar, dan menyelidiki risiko kesehatan dan ling-

kungan yang terkait dengan perdagangan dan 

penggunaan pakaian bekas impor. Penelitian ini 

akan memberikan wawasan bagi para pembuat ke-

bijakan untuk meningkatkan penegakan dan 

efektivitas larangan tersebut, mendukung UMKM 

lokal dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang duku-

ngan terhadap produk lokal dan risiko pakaian 

bekas impor, meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan di antara penduduk, mengusulkan lang-
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kah-langkah untuk mengurangi risiko kesehatan 

dan lingkungan, dan menawarkan wawasan pasar 

yang berharga untuk membantu bisnis lokal me-

ngembangkan strategi kompetitif. Dengan mem-

bahas aspek-aspek ini, studi ini akan berkontribusi 

pada pemahaman yang komprehensif dan imple-

mentasi yang efektif dari larangan impor pakaian 

bekas di Kota Tanjung Balai. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif untuk meneliti pengawasan kebijakan 

larangan impor pakaian bekas guna melindungi 

pelaku UMKM pakaian dan industri tekstil di Kota 

Tanjung Balai. Metode penelitian kualitatifn 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. 

Data diperoleh melalui triangulasi (gabungan dari 

berbagai metodologi), diperiksa secara induktif, 

dan temuan penelitian lebih menekankan makna 

daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Jenis 

penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data 

kualitatif seperti wawancara dan dokumentasi 

(Abdussamad, 2021). Lokasi penelitian meliputi 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tan-

jung Balai, TPO Monza, Kantor Bea Cukai Teluk 

Nibung, dan Kantor Kepolisian Perairan dan Udara 

Kota Tanjung Balai. Informan penelitian dipilih 

secara purposive sampling dan terdiri dari kepala 

seksi, pengawas dinas, pejabat bea cukai, dan 

pedagang pakaian bekas serta baru. 

Data dianalisis dengan langkah-langkah yang 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan pena-

rikan kesimpulan (Cresswell, 2014). Reduksi data 

dilakukan dengan merangkum dan memilah data 

penting, sementara penyajian data menggunakan 

teks naratif untuk memudahkan pemahaman. Ke-

simpulan ditarik berdasarkan bukti yang valid dan 

konsisten. Untuk memastikan keabsahan data, tek-

nik triangulasi digunakan dengan menggabungkan 

berbagai metode dan sumber data, seperti wawan-

cara, observasi, dan dokumen tertulis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengawasan terhadap kebijakan larangan impor 

pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum sepe-

nuhnya efektif dalam melindungi pelaku UMKM 

pakaian dan industri tekstil lokal. Meskipun 

kebijakan larangan impor sudah diatur dengan jelas 

dalam berbagai peraturan, implementasinya masih 

menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wa-

wancara, observasi, dan dokumentasi yang di-

lakukan, ditemukan bahwa salah satu hambatan 

utama adalah kurangnya koordinasi antar instansi 

terkait serta adanya celah dalam pelaksanaan 

pengawasan di lapangan. Pelaku UMKM pakaian 

dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai masih 

merasakan dampak negatif dari impor pakaian 

bekas, yang mengakibatkan penurunan penjualan 

produk lokal mereka. Para pedagang pakaian bekas 

seringkali dapat mengelabui petugas pengawas 

dengan berbagai cara, sehingga barang-barang 

impor bekas tetap masuk dan beredar di pasar. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pe-

ningkatan pengawasan yang lebih ketat dan ter-

koordinasi, serta penegakan hukum yang lebih 

tegas terhadap pelanggaran kebijakan larangan 

impor pakaian bekas. Dengan demikian, diharap-

kan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil 

bagi pelaku UMKM dan industri tekstil lokal di 

Kota Tanjung Balai. Pengawasan yang digunakan 

dalam penelitian ini mengikuti indikator penga-

wasan yang meliputi, penetapan ukuran pelak-

sanaan (standard), mengadakan penilaian (eva-

luate), dan mengadakan koreksi (corretive). Ber-

dasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, 

yang meliputi wawancara, observasi, dan doku-

mentasi, diperoleh informasi mengenai penga-

wasan kebijakan larangan impor pakaian bekas 

untuk melindungi pelaku UMKM industri pakaian 

jadi dan tekstil di Kota Tanjung Balai sebagai 

berikut: 

Menentukan Ukuran Pelaksanaan (Standard) 

Penelitian ini mengkaji penyebab impor pa-

kaian bekas di Kota Tanjung Balai, peran dan we-

wenang pihak terkait dalam pengawasan kebijakan 

larangan impor, kesesuaian pengawasan dengan 

peraturan dan prosedur, serta transparansi infor-

masi kebijakan ini. Berdasarkan wawancara de-

ngan berbagai narasumber, ditemukan bahwa 

faktor utama penyebab impor pakaian bekas adalah 

harga yang sangat murah dari supplier luar negeri, 

tingginya permintaan di Indonesia, dan kondisi 

ekonomi masyarakat yang tergolong menengah ke 

bawah. Perdagangan pakaian bekas sudah terjadi 

sejak lama dan terus meningkat. Harga pakaian 

bekas yang sangat murah dari supplier luar negeri 

dan tingginya permintaan di negara tujuan ekspor 

menjadi pendorong utama. Pakaian bekas yang se-

harusnya dibuang di negara asalnya masih diang-

gap layak pakai di Indonesia. Selain itu, kedekatan 

geografis antara Kota Tanjung Balai dengan negara 

tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand 

memudahkan terjadinya impor ini. Para penye-

lundup memanfaatkan pelabuhan tidak resmi dan 

sungai-sungai kecil untuk memasukkan pakaian 

bekas ke Indonesia. Fenomena ini tidak hanya 

mengakibatkan masuknya barang ilegal tetapi juga 

mencerminkan tantangan dalam pengawasan dan 

penegakan hukum di daerah perbatasan. 

Impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai 

dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan ke-

lemahan dalam pengawasan hukum. Pertama, kon-

disi ekonomi masyarakat yang masih menengah ke 
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bawah mendorong kebutuhan akan pakaian murah 

yang masih layak pakai, baik untuk kegiatan sehari-

hari maupun acara besar. Keterbatasan ekonomi ini 

membuat masyarakat lebih mempertimbangkan 

pengeluaran, termasuk dalam kebutuhan sandang. 

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan pe-

negakan hukum turut berkontribusi terhadap ma-

raknya impor ilegal pakaian bekas. Beberapa pihak 

yang seharusnya bertanggung jawab atas pence-

gahan masuknya barang ilegal seperti Bea Cukai 

Teluk Nibung, Dinas Perdagangan dan Perindus-

trian, serta Polisi Air dan Udara, menghadapi ber-

bagai kendala. Bea Cukai Teluk Nibung memiliki 

peran dalam melakukan pengawasan dan pence-

gahan agar barang ilegal tidak masuk. Namun, 

implementasi di lapangan sering kali kurang opti-

mal, seperti dalam pemeriksaan dokumen dan 

kapal.  

Tabel 1. Penindakan dan Penangkapan Pakaian 

Bekas (Ballpress) KPPCB TMP C Teluk Nibung 

Kota Tanjung Balai Tahun 2023 

No Sumber 

Penindakan 

 Total BHP 

(Ballpress) 

 

  2022 2023 2024 

1 Penindakan 

Laut 

320 2 2 

2 Patroli Darat  26 252 0 

3 Serah 

Terima  

139 0 0 

4 Terminal 

Ferri 

0 0 1 

Sumber: Beacukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, 2024 

 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meski-

pun memiliki tanggung jawab dalam perdagangan 

resmi, tidak memiliki kewenangan atau tenaga 

PPNS untuk penegakan hukum di tingkat lapangan. 

Polairud juga berperan dalam patroli pengawasan 

di wilayah perairan, namun membutuhkan koor-

dinasi yang lebih baik dengan Bea Cukai dan 

stakeholder lainnya untuk mencegah masuknya 

pakaian bekas ilegal. Selain faktor ekonomi yang 

mempengaruhi daya beli masyarakat, kelemahan 

dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi 

faktor utama yang memperparah masalah impor 

pakaian bekas ilegal di Kota Tanjung Balai. Untuk 

mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan 

koordinasi antarinstansi terkait, serta penegakan 

hukum yang lebih tegas terhadap para penyelundup 

dan supplier ilegal. 

Berbeda dengan pernyataan diatas, peneliti 

juga melakukan pengamatan secara langsung dan 

menemukan adanya kesenjangan dalam pelaksa-

naan dan pengawasan kebijakan larangan impor 

pakaian bekas yang dimaksudkan untuk melin-

dungi pelaku UMKM di industri pakaian dan tekstil 

lokal. Temuan menunjukkan bahwa Dinas Per-

dagangan dan Perindustrian di Kota Tanjung Balai 

belum secara aktif melakukan pengawasan ter-

hadap larangan impor pakaian bekas. Pemangku 

kepentingan penegak hukum seperti Bea Cukai dan 

Polairud tidak melakukan patroli rutin; sebaliknya, 

mereka hanya berpatroli setiap 2 hingga 3 minggu 

sekali di seluruh kota. Jarangnya patroli ini me-

lemahkan efektivitas Peraturan Menteri Perdaga-

ngan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7 

/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Patroli 

yang sporadis memungkinkan penyelundupan 

terjadi tanpa diketahui, karena penyelundup meng-

gunakan sungai-sungai kecil dan perahu nelayan, 

dan mengeksploitasi banyak pelabuhan kecil untuk 

menghindari deteksi oleh petugas penegak hukum 

di Kota Tanjung Balai. 

Secara keseluruhan, penelitian ini mengung-

kapkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian 

bekas belum dilaksanakan secara efektif di Kota 

Tanjung Balai. Keterbatasan wewenang dan sum-

ber daya Dinas Perdagangan, kurangnya patroli 

rutin oleh Bea Cukai dan Polairud, serta kurangnya 

transparansi informasi dari pemerintah daerah 

menjadi kendala utama. Untuk meningkatkan efek-

tivitas kebijakan ini, diperlukan peningkatan 

koordinasi antar-stakeholder, patroli yang lebih 

rutin, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada 

masyarakat dan pelaku usaha (Rahmawati & 

Nawangsari, 2023). 

Memberikan Penilaian (evaluate) 

Memberikan penilaian merupakan proses me-

nilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada ba-

wahan, memastikan apakah pekerjaan tersebut baik 

atau tidak. Proses ini melibatkan evaluasi menye-

luruh terhadap kualitas dan hasil dari pekerjaan 

yang dilakukan. Penilaian yang dilakukan oleh 

pimpinan bertujuan untuk menentukan sejauh ma-

na tugas dan tanggung jawab telah diselesaikan 

dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Penilaian mencakup kesesuaian dengan peraturan 

dan prosedur, komitmen, hasil, serta tanggung ja-

wab dalam pengawasan kebijakan larangan impor 

pakaian bekas untuk melindungi pelaku UMKM 

pakaian dan industri tekstil di Kota Tanjung Balai. 

Hasil wawancara dengan berbagai pihak ter-

kait pengawasan kebijakan larangan impor pakaian 

bekas di Kota Tanjung Balai menunjukkan komit-

men dan prosedur yang berbeda namun saling 

mendukung dalam mencapai tujuan kebijakan ini. 

Ibu Elvina, SE, dari Dinas Perdagangan dan Perin-

dustrian menyatakan bahwa pengawasan terhadap 

barang impor, termasuk pakaian bekas, dilakukan 

oleh Bea Cukai dan Polairud. Dinasnya lebih 

berfokus pada monitoring ekspor dan impor sesuai 

dengan peraturan walikota. Menurutnya, peran 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian lebih banyak 

dalam hal pengawasan administratif dan pelaporan, 
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sementara tindakan langsung di lapangan menjadi 

wewenang instansi lain. 

Bapak Januar Achriza dari Bea Cukai me-

nambahkan bahwa pengawasan dilakukan dengan 

patroli rutin, pemeriksaan kapal, dan inspeksi 

terhadap barang-barang untuk memastikan tidak 

ada barang ilegal yang masuk ke wilayah Kota 

Tanjung Balai. Bea Cukai memiliki prosedur yang 

ketat dalam menangani barang-barang impor yang 

dicurigai ilegal, termasuk pakaian bekas. Mereka 

bekerja sama dengan instansi lain untuk meng-

optimalkan pengawasan dan menindak tegas setiap 

pelanggaran yang ditemukan. Penjelasan ini me-

nunjukkan bahwa Bea Cukai memiliki peran kru-

sial dalam pencegahan masuknya pakaian bekas 

yang ilegal ke kota ini. 

Bripka L. Gurning dari Polairud menam-

bahkan dimensi lain dalam pengawasan dengan 

menyatakan bahwa patroli dilakukan setiap 2-3 

minggu sekali, termasuk patroli gabungan dengan 

Bea Cukai. Patroli ini meliputi wilayah perairan 

yang rawan menjadi jalur penyelundupan barang 

ilegal. Menurutnya, patroli gabungan ini sangat 

efektif dalam mencegah penyelundupan pakaian 

bekas karena menciptakan pengawasan yang ber-

lapis dan lebih sulit ditembus oleh penyelundup. 

Komitmen Polairud dalam menjalankan patroli 

rutin ini menunjukkan betapa seriusnya mereka 

dalam menegakkan kebijakan larangan impor pa-

kaian bekas. 

Dalam hal komitmen terhadap kebijakan ini, 

semua pihak menunjukkan dukungan penuh. Ir. 

Yustina Clara dari Dinas Perdagangan menegaskan 

bahwa impor pakaian bekas lebih banyak mem-

bawa dampak negatif dibandingkan manfaatnya. 

Salah satu dampak negatif utama adalah me-

matikan UMKM lokal yang memproduksi pakaian 

baru. Selain itu, pakaian bekas sering kali menjadi 

sarana penyelundupan barang-barang berbahaya 

yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat. 

Dukungan penuh dari Dinas Perdagangan terhadap 

kebijakan ini menunjukkan kesadaran akan pent-

ingnya melindungi industri lokal dan kesehatan 

masyarakat. 

Bea Cukai dan Polairud juga menunjukkan 

komitmen tinggi dengan terus melakukan patroli 

dan penindakan tegas terhadap pelanggaran. Bea 

Cukai, meskipun menghadapi tantangan dalam 

pengawasan di darat, tetap berusaha optimal dalam 

menjalankan tugasnya dengan sumber daya yang 

ada. Mereka bekerja sama dengan pihak lain untuk 

mengatasi keterbatasan ini dan memastikan penga-

wasan yang komprehensif. Polairud, dengan fokus 

pada pengawasan perairan, memastikan bahwa 

tidak ada penyelundupan yang terjadi di wilayah 

perairan mereka, menunjukkan komitmen kuat 

dalam menjaga wilayah perairan bebas dari barang 

ilegal. 

Hasil pengawasan ini telah memberikan dam-

pak yang signifikan, meskipun tidak selalu me-

nguntungkan semua pihak. Dinas Perdagangan 

melaporkan bahwa perdagangan pakaian di pasar 

yang tidak diketahui asalnya diawasi ketat dan 

dilaporkan kepada pihak keamanan untuk tindakan 

lebih lanjut. Bea Cukai menyatakan bahwa penga-

wasan di darat belum optimal karena keterbatasan 

wewenang mereka, namun mereka tetap bertindak 

jika ada bukti kuat mengenai adanya pelanggaran. 

Polairud menegaskan bahwa tidak ada lagi pe-

nyelundupan pakaian bekas di wilayah perairan 

mereka, yang menunjukkan keberhasilan dalam 

aspek pengawasan ini. 

Namun, dari perspektif pedagang, seperti yang 

diutarakan oleh Jefri Samosir dan Mulia Simatu-

pang dari IPABASTA, kebijakan ini meng-

akibatkan kerugian dan penurunan pendapatan bagi 

mereka. Mereka merasa bahwa kebijakan ini, mes-

kipun bertujuan baik, memberikan dampak negatif 

terhadap mata pencaharian mereka yang ber-

gantung pada perdagangan pakaian bekas. Para 

pedagang ini berharap adanya solusi atau kebijakan 

alternatif yang bisa mengakomodasi kepentingan 

mereka tanpa mengabaikan tujuan kebijakan 

pemerintah. 

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan lara-

ngan impor pakaian bekas telah diimplementasikan 

dengan baik oleh Bea Cukai dan Polairud, serta 

didukung oleh Dinas Perdagangan dan Perindus-

trian, dampaknya terhadap pedagang pakaian bekas 

masih menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih 

lanjut. Ada kebutuhan untuk menemukan solusi 

yang lebih adil dan berimbang, yang tidak hanya 

melindungi industri lokal dan kesehatan masya-

rakat tetapi juga memberikan alternatif bagi pe-

dagang pakaian bekas agar mereka tidak kehila-

ngan mata pencaharian mereka. Kesimpulannya, 

keberhasilan kebijakan ini memerlukan pendekatan 

yang komprehensif dan inklusif, melibatkan semua 

pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal 

dan berkelanjutan. 

Mengadakan Korektif (Corretive) 

Mengadakan korektif (corrective) adalah pro-

ses untuk meninjau dan memperbaiki metode 

pengawasan yang telah diterapkan. Korektif ini 

terdiri dari koreksi internal, seperti mengevaluasi 

standar yang terlalu tinggi atau kebijakan yang 

dibuat, dan koreksi eksternal, seperti memberikan 

sanksi kepada bawahan yang melanggar. Proses ini 

bertujuan untuk memastikan kebijakan yang di-

terapkan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan tidak 

terlalu memberatkan atau tidak relevan. 

Efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam 

konteks kebijakan larangan impor pakaian bekas di 

Kota Tanjung Balai sangat bergantung pada sum-

ber daya manusia dan hambatan yang dihadapi. 
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Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak 

terkait, seperti Ibu Elvina, SE, Pengawas Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung 

Balai, dan Bapak Januar Achriza, Kepala Seksi 

Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Teluk 

Nibung Kota Tanjung Balai, diketahui bahwa 

kebijakan ini belum efektif. Ibu Elvina menyatakan 

bahwa kebijakan ini belum didukung oleh sumber 

daya yang memadai, seperti tenaga PPNS yang 

mampu melakukan tindakan dan penangkapan, 

serta sarana prasarana yang mendukung kebijakan 

tersebut. 

Bapak Januar Achriza menambahkan bahwa 

pengawasan belum efektif karena masyarakat se-

ring memberitahu penyelundup tentang keberadaan 

aparat, sehingga kapal-kapal penyelundup dapat 

berbalik arah sebelum tertangkap. Hal ini me-

nunjukkan bahwa adanya hambatan komunikasi 

dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan 

masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga tidak 

disertai solusi untuk masa depan pedagang pakaian 

bekas, yang merupakan mata pencaharian utama 

bagi banyak warga di Tanjung Balai. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, 

terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tan-

jung Balai dan stakeholder lainnya masih kurang 

efektif. Pengawasan internal belum optimal karena 

tidak adanya tenaga PPNS di tingkat kota, yang 

membuat tindakan langsung terhadap pelanggar 

sulit dilakukan. Sumber daya manusia yang di-

miliki oleh Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung 

Balai cukup memadai, namun jumlah patroli yang 

terbatas hanya 40 kali setahun membuat penga-

wasan kurang maksimal. Sementara itu, Polairud 

Polres Kota Tanjung Balai juga menghadapi ken-

dala karena jumlah personel yang minim, yaitu 

hanya 15 orang. 

Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan 

kebijakan ini tidak hanya berasal dari keterbatasan 

sumber daya manusia dan sarana, tetapi juga dari 

reaksi masyarakat. Banyak masyarakat yang mem-

beri informasi kepada penyelundup, sehingga 

tindakan penangkapan menjadi sulit dilakukan. 

Selain itu, sanksi yang diberikan belum mem-

berikan efek jera yang signifikan. Berdasarkan 

wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Tanjung Balai, sanksi yang 

diberikan hanya berupa teguran, karena Dinas 

Perdagangan tidak memiliki wewenang untuk 

menindak secara hukum. Bapak Januar Achriza 

dari Bea Cukai Teluk Nibung menyatakan bahwa 

sanksi yang diberikan berupa denda atau hukuman 

penjara sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Namun, berdasarkan wawancara dengan pelaku 

UMKM pakaian, Nuraisiah, sanksi tersebut belum 

efektif, karena perdagangan pakaian bekas masih 

berlangsung secara terbuka di TPO Monza Kota 

Tanjung Balai. Ini menunjukkan bahwa penegakan 

hukum belum memberikan efek jera yang di-

harapkan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menun-

jukkan bahwa pengawasan kebijakan larangan 

impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum 

berjalan dengan baik. Terdapat beberapa faktor 

yang perlu ditingkatkan, seperti peran dan wewe-

nang aparat penegak hukum, koordinasi antara 

stakeholder, serta efektivitas sanksi yang diberikan. 

Kebijakan ini masih menghadapi banyak tanta-

ngan, baik dari segi internal seperti keterbatasan 

sumber daya, maupun dari segi eksternal seperti 

reaksi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas 

pengawasan, diperlukan langkah-langkah korektif 

yang lebih menyeluruh dan koordinasi yang lebih 

baik antara semua pihak yang terlibat. 

KESIMPULAN 

Pengawasan terhadap kebijakan larangan im-

por pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum 

sepenuhnya efektif. Meskipun kebijakan ini diatur 

jelas, implementasinya masih menghadapi kendala 

seperti kurangnya koordinasi antar instansi, celah 

dalam pengawasan di lapangan, dan lemahnya 

penegakan hukum. Pengawasan yang dilakukan 

oleh Bea Cukai dan Polairud menunjukkan komit-

men yang baik, tetapi masih terbatas oleh patroli 

yang tidak rutin dan sumber daya manusia yang 

kurang memadai. Sanksi yang diberikan belum 

memberikan efek jera yang signifikan, sehingga 

perdagangan pakaian bekas ilegal masih berlang-

sung. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan 

ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar 

instansi, patroli dan pengawasan yang lebih rutin, 

penambahan sumber daya, transparansi informasi, 

dan penegakan hukum yang lebih tegas. Langkah-

langkah ini diharapkan dapat melindungi pelaku 

UMKM pakaian dan industri tekstil lokal serta 

menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil di 

Kota Tanjung Balai. 
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